
 

  

 
 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 5 TAHUN   2006 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI JEPARA, 

 
Menimbang  : a.  bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 

2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 
2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, maka dipandang perlu meninjau 

 

  

kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Retibusi Izin Usaha Perdagangan untuk disesuaikan ;  

b.  bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. 

 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan   Daerah – Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1982 tentang  Wajib Daftar Perusahaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ; 

 
3. Undang-Undang Nomor  25  Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor  116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502) ;  

 
4. Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3587) ; 
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5.   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3611) ; 

 
6. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) ; 

 
8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

 

  

Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 
10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438 ); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan 
ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1467) ; 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha 

Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
3805) ; 

 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

